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Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah
menerapkan e-government untuk meningkatkan efektivitas
pelayanan publik. Salah satu implementasinya adalah
Sistem Informasi Desa (SID) yang berfungsi sebagai media
pengelolaan data, pelayanan administrasi, dan keterbukaan
informasi kepada masyarakat. Sejalan dengan amanat
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Pemerintah Desa Semambung mengembangkan website
resmi desa sebagai sarana penyampaian informasi publik
secara cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Pemerintah Desa Semambung juga telah memanfaatkan
website desa sebagai bagian dari penerapan SID sejak tahun
2024. Namun, dalam Implementasi SID masih menghadapi
beberapa kendala sehingga perlu dilakukan evaluasi
terhadap pelaksanaannya.

Tampilan Halaman Depan Sistem Informasi
Desa (SID) Di Desa Semambung
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana implementasi Sistem Informasi Desa (SID) dalam mewujudkan
keterbukaan informasi publik melalui website Pemerintah Desa Semambung
Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi
Sistem Informasi Desa (SID) dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik
berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III.

o Rumusan Masalah :

o Tujuan Penelitian :
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Metode
Jenis Penelitian Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi kualitatif

lokasi penelitian Berlokasi didesa Semambung Kecamatan Wonoayu Kabupaten
Sidoarjo

Teknik Pengumpulan Data Menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi

Teori Penelitihan George C Edward III (2004) indikator: Komunikasi, Sumber Daya,

Disposisi dan Struktur Birokrasi

Teknik Penentuan Informan Teknik purposive sampling

Teknik Analisis Data Model interaktif Miles dan Huberman (pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan)
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Hasil 
Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Semambung telah dilaksanakan sebagai salah satu
upaya pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan informasi publik melalui website desa.
Website ini dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai profil desa, kegiatan
pemerintahan, pelayanan administrasi, serta informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat.
Keberadaan website juga dimana menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam memanfaatkan
teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi pelayanan publik.

Walaupun, implementasi SID desa semambung belum berjalan secara optimal karena masih
ditemukan beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan website. Hambatan ini
meliputi penyampaian informasi yang belum merata kepada masyarakat, keterbatasan jumlah dan
kompetensi sumber daya manusia, belum adanya SOP khusus pengelolaan SID, serta keterbatasan
dukungan anggaran dan kendala teknis pada sistem. Secara keseluruhan, implementasi SID di Desa
Semambung telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan perbaikan pada beberapa aspek agar
penyampaian informasi dapat berjalan lebih optimal.
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Pembahasan
o Komunikasi

Berdasarkan indikator komunikasi menurut George C. Edward III,
implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Semambung telah
dilakukan melalui website desa sebagai media penyampaian informasi
kepada masyarakat. Selain website, pemerintah desa juga
memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan
Facebook agar informasi lebih mudah diterima masyarakat. Namun,
proses komunikasi belum berjalan secara optimal karena sosialisasi
penggunaan website belum dilakukan secara resmi dan menyeluruh.
Informasi mengenai keberadaan website hanya disampaikan kepada
kader desa dan ibu-ibu PKK, sehingga masih banyak masyarakat yang
mengetahui adanya website tetapi belum memahami cara mengakses
maupun memanfaatkan layanan yang tersedia. Disisi lain, kemampuan
perangkat desa dalam mengoperasikan SID juga masih terbatas
karena sebagian besar belum memiliki pemahaman teknologi yang
memadai dan belum memperoleh pelatihan atau bimtek secara
berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek komunikasi
masih menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan keterbukaan
informasi publik melalui Sistem Informasi Desa.

Gambar 4. Bimbingan teknis (bimtek) dari

Kominfo Sidoarjo
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Pembahasan 
o Sumber Daya
Pada indikator sumber daya, implementasi SID di Desa Semambung masih menghadapi keterbatasan pada
aspek sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur. Pengelolaan website sepenuhnya dilakukan oleh
satu operator tanpa adanya tim khusus maupun pelatihan yang memadai. Selain itu, belum tersedia anggaran
khusus untuk mendukung operasional maupun pengembangan website sehingga pengelolaan masih
mengandalkan fasilitas yang tersedia di kantor desa. Dari sisi infrastruktur, Desa Semambung telah memiliki
jaringan internet yang relatif stabil, perangkat komputer, dan domain resmi desa. Tapi, pengoperasian website
masih bergantung pada server pusat sehingga ketika terjadi gangguan server, pemerintah desa tidak dapat
melakukan penanganan secara langsung. Website juga belum memiliki optimasi mesin pencari (SEO) yang
baik sehingga masyarakat masih mengalami kesulitan menemukan website melalui Google. Kondisi ini
menunjukkan bahwa dukungan sumber daya masih perlu diperkuat agar implementasi SID dapat berjalan
secara maksimal.

No Infrastruktur Pendukung Kondisi
1. Website SID Tersedia
2. Perangkat komputer/laptop Tersedia
3. Jaringan internet Relatif stabil
4. Domain resmi desa.id Tersedia
5. Server sistem Bergantung pada server pusat
6. Optimasi mesin pencari (SEO) Belum optimal 

Tabel 1. Kondisi Infrastruktur Pendukung SID di Desa Semambung.
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Pembahasan 
o Disposisi
Disposisi atau Sikap pelaksana terhadap suatu kebijakan
sangat memengaruhi proses implementasinya. Pada
indikator disposisi, implementasi Sistem Informasi Desa di
Desa Semambung menunjukkan bahwa pelaksana memiliki
sikap yang positif terhadap kebijakan tersebut. Operator SID
berkomitmen untuk terus mengelola dan memperbarui
informasi pada website desa sebagai bentuk dukungan
terhadap keterbukaan informasi publik. Dalam Pemanfaatan
website, pemerintah desa juga menggunakan media sosial
sebagai sarana penyebarluasan informasi agar masyarakat
dapat memperoleh informasi secara lebih cepat. Meskipun
belum didukung pelatihan yang berkelanjutan maupun
insentif khusus, operator tetap menjalankan tugasnya
dengan penuh tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa
implementasi SID masih sangat bergantung pada komitmen
dan dedikasi operator dalam menjaga keberlangsungan
pelayanan informasi kepada masyarakat.komitmen yang
ditunjukkan operator menjadi faktor penting yang
mendukung keberlangsungan implementasi SID di Desa
Semambung.

Gambar 5. Pemanfaatan Website dan 

Instagram Desa Semambung
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Pembahasan 
o Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi menjadi faktor keempat yang turut
berpengaruh pada keberhasilan penerapan kebijakan
publik. Pada indikator struktur birokrasi, Pemerintah Desa
Semambung telah memiliki pembagian tugas sesuai
dengan struktur organisasi yang berlaku sehingga
koordinasi antarperangkat desa berjalan dengan baik.
Namun, pengelolaan Sistem Informasi Desa belum
didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus
sehingga mekanisme kerja masih bergantung pada arahan
Sekretaris Desa dan operator SID. Selain itu, belum adanya
tim pengelola menyebabkan seluruh proses pembaruan
informasi masih terpusat pada satu operator. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi sudah
berjalan, tetapi masih memerlukan penyempurnaan agar
pengelolaan SID lebih efektif. Gambar 6. Struktur Organisasi Pemerintahan

Desa Semambung 
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Temuan Penting Penelitian 
• Implementasi SID telah berjalan, namun belum optimal.
• Komunikasi masih terkendala sosialisasi dan konsistensi informasi.
• Sumber daya terbatas karena hanya satu operator, anggaran dan pelatihan

belum memadai.
• Disposisi perangkat desa sudah baik dalam mendukung keterbukaan informasi.
• Struktur birokrasi belum didukung SOP khusus sehingga pembagian tugas

belum optimal.
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Manfaat Penelitian 
o Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah referensi mengenai implementasi Sistem Informasi Desa (SID)
dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi
bahan kajian bagi mahasiswa maupun peneliti yang akan melakukan penelitian terkait
implementasi kebijakan publik dan penerapan e-government di tingkat desa.

o Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Semambung dalam
mengembangkan pengelolaan Sistem Informasi Desa. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai
dasar untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa, menyusun SOP pengelolaan SID, serta
mengoptimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui website desa..
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Kesimpulan 

Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Semambung telah mendukung keterbukaan
informasi publik, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Pada indikator
komunikasi, kendala utama terletak pada sosialisasi yang belum merata serta penyampaian
informasi yang belum konsisten kepada seluruh masyarakat. Pada indikator sumber daya,
implementasi masih terkendala keterbatasan SDM, belum adanya anggaran khusus, serta
beberapa hambatan teknis pada website. Dari indikator disposisi, operator menunjukkan komitmen
yang baik dalam mengelola SID, tetapi pengelolaannya masih bergantung pada satu orang.
Sementara itu, pada indikator struktur birokrasi, belum tersedianya SOP khusus dan belum adanya
tim pengelola menyebabkan pelaksanaan SID belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan pada setiap indikator agar implementasi SID dapat mendukung keterbukaan
informasi publik secara lebih efektif.
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